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ABSTRAKSI

Pergantian rejim kekuasaan pemerintahan acapkali diikuti perubahan
sistem di berbagai lini bidang maupun kebijakan. Terlebih lagi kondisi
masyarakat yang selalu berkembang menuntut diikutinya pula tata aturan
dan sistem yang selaras dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Demikianlah selayaknya Pemerintah sebagai pemangku amanat rakyat
membuat sistem perundangan yang tercermin dalam setiap kebijakan yang
mendasarkan dan memperhatikan kebutuhan publik, dalam konteks ini
perfilman nasional.

Peran Pemerintah dalam pembuatan kebijakan menjadi penting
untuk dikaji secara mendalam berkaitan dengan bahwa setiap rezim
Pemerintahan memiliki ideologi g epentingan untuk melanggengkan

i WL satu yang digunakan untuk

itu. Penelitian ini mengg Nparative Research yang
berguna untuk mengg i ijakan dalam bidang
perfilman yang diamj 08y era Reformasi serta

implementasi kebij
munculnya keblj

Pemerintah Ordg 3 I eri yang terlalu
ketat dirasa sepdgti pasty a' I aonal.

tumbangnya
Pemerintahan Orl§g acam persoalan
perfilman yang tel memberontak dari

pasungan (politik) e itugfmomen pergantian
kekuasaan ini menjd ﬁuﬂ E#&% penggantian regulasi
kebijakan perfilman y i ? ah tidak relevan lagi
dengan konteks kemasyarakatan sekarang Ini. Pemerintan era Reformasi
mendapat dukungan sekaligus tuntutan untuk mendorong perfilman nasional
ke arah yang lebih baik. Sementara itu industri perfilman dan idealisasi para
kreator film belum menemukan titik temu.

Penelitian ini bertujuan untuk mendorong munculnya kesadaran
kritis mengenai persoalan yang muncul di balik pembuatan kebijakan. hal
apa yang melatar-belakangi munculnya kebijakan tersebut, serta
implementasi logis dari kebijakan yang telah ditetapkan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin. Atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu
wata’ala kami dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Peran
Pemerintah Dalam Pembuatan Kebijakan Perfilman Indonesia Pada Masa Orde
Baru dan Reformasi”. Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Strata 2 pada Program Magister IImu Komunikasi Fakultas IImu
Sosial dan llmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Kajian kebijakan media yang kami tekuni dan juga ketertarikan di bidang
perfilman yang mendorong kami untuk meneliti secara mendalam kajian kebijakan

perfilman di Indonesia. Selain itu, kgian kebijakan khususnya di bidang

perfilman menurut penelusurg b sangat jarang dan tesis ini
semoga dapat memberikag g tersebut. Dengan metode
Historical Comparati i Wgran Pemerintah pada

Kami mey is ini jauh dari
sempurna. Untu i I 0 3 (&N ide-ide cerdas
yang belum ngp 2t : ami harapkan.

Penelitian ind AP ] ihagp berperan di

kepada guru-g@u saya; as Turgomo Rahardjo,
Mas Tandiyo 3 ; : 0 Lykmantoro, Mas
Yulianto, Mas Y@ ANFA lagi @npa mengurangi
rasa hormat terpa Y% e satu pegfsatu, yang dengan
sabar meluangkan v imbin eggajarifin saya banyak hal,
serta berdiskusi. Juga¥yst I\Rrhﬁﬁw arasaty yang dengan
caranya sendiri ey n; menanti dan

mendukungterselesaikannya tulisan ini. Teman-teman seangkatan Mikom |
Pagi yang mau menyediakan diri menjadi media mengasah ide dan
berdiskusi. Serta tak lupa kontribusi teman-teman pengelola Mikom Undip
yang penuh pengertian dan bersahabat.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat menyumbangkan setetes
pengetahuan kepada pembaca dan peneliti lain yang hendak meneliti kajian
kebijakan media khususnya perfilman di Indonesia di masa mendatang, serta
pihak lain yang membutuhkannya. Tabik.

Semarang, Januari 2011
Muhammad Bayu Widagdo
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